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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum  
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum  
Perbuatan melawan hukum (onrectmatige daad) merupakan suatu 
kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah 
onrechtmatigedaad dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang 
digunakan dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk selanjutnya 
akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdt.) sebagai pengganti BW.  
Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) memuat ketentuan mengenai 
perbuatan melawan hukum, yaitu : 
“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. “ 
Dalam Pasal 1365 BW. telah disebutkan “melawan hukum”, dalam 
menafsirkannya perlulah berkaca kepada sejarah dan perkembangannya, 
yaitu pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919. 
Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme,  
“onrechtmatige daad” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti 
sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 
melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan 
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melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban 
hukum pelaku.1 
Menurut arrest 1919 mengenai berbuat atau tidak berbuat 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:2 
a. melanggar hak orang lain; 
b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; 
c. bertentangan dengan kesusilaan; 
d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas 
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. 
 
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W. gugatan ganti rugi 
berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a.  Adanya perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad); 
Perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah ketika adanya 
tindakan dari seseorang yang melanggar hak orang lain, bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan 
kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di 
dalam masyarakat. 
                                                          
1 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W., Nuansa Aulia, Bandung, 2014, 
hlm. 189 
2 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 
1999, hlm. 62 
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b. Adanya kesalahan; 
Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 
1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan 
ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus 
dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal 
dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini 
akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. 
Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan 
keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari 
perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan 
hukum harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, 
karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib 
membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. 
Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur 
kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, 
karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong 
senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam 
keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri 
dari kebakaran yang menimpa rumahnya. 
 
 
 
 
 21 
 
c. Adanya kerugian 
Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat 
berupa: 
1) kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata 
diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad 
berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 
KUHPerdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang 
ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan 
secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si 
pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian 
tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga 
keuntungan yang seharusnya diperoleh; 
2) kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat 
menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan 
kehilangan kesenangan hidup. 
d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan 
kerugian. 
Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan 
hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu:3 
1) condition sine qua non (Von Buri) 
                                                          
3 Ibid, hal. 86. 
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Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan 
hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya condition sine 
qua non menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, 
demikian juga redaksi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa yang 
dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi 
dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah 
disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang 
berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-
fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai daripada fakta-
fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu. 
2) adequate veroorzaking (Von Kries) 
Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk 
kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari 
pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan kausal, jika 
kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan 
akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan 
hukum. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta  
1. Pengertian Hak cipta  
Hak Atas Keyaan Intelektual memegang salah satu prinsip yang 
sangat penting yaitu hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, 
pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan 
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bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan 
intelektual manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru ada apabila 
kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau 
digunakan secara praktis. 
Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan 
bahwa istilah HaKI merupakan terjemahan dari Intelectual Property Right 
yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah 
pikirannya. 
HaKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia 
karena lahir dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasi dari 
kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan 
kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat 
serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang juga mempunyai 
nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, 
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 
Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-
tahun untuk menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan 
memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan 
atau desain arsitek yang revolusioner), oleh karena itu terhadap suatu 
ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas 
dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan 
stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan 
mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta 
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tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu 
kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja 
tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak ada insentif 
materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi 
untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan 
sesuatu kepada ilmu pengetahuan. 
Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi 
akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut 
Hak Cipta (Copyright). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang 
pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut 
hak-hak ekonomi (economic right) dan hak-hak moral (moral right). 
Di Indonesia defenisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 
angka 1 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang 
menyatakan bahwa: 
“Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak 
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 
Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, 
seni dan sastra serta memiliki unsure pokok antara lain originalitas, 
sedangkan penemuan (Invention) dalam pengertian paten terletak di 
bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara lain kebaharuan 
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(novelty). Kedua-duanya pada hakekatnya merupakan ciptaan, karena 
merupakan hasil upaya intelektual manusia. 
Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan 
bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada 
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkannya atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tetap memperhatikan 
batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
Hak cipta merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual 
yang secara internasional disebut dengan intelectual property right. Hak 
Kekayaan Intelektual dibagi menjadi atas dua kelompok besar, yakni hak 
milik perindustrian (industrial property right) dan hak cipta, yang termasuk 
kelompok hak milik perindustrian, antara lain paten (patents), merek 
dagang (trademarks). desain industri (industrial design), rahasia dagang 
(undisclosed information), indikasi geografis (geographical indication), 
model dan rancangan bangunan (utility models), dan persaingan curang 
(unfair competition), sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta 
dibedakan antara hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak- 
hak yang terkait dengan hak cipta (neighbouring rights).4 
                                                          
4 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 
Rights dan Collecting Society, Bandung, 2014, hlm. 21  
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Perjanjian Internasional di bidang HaKI/TRIPS secara umum 
berlaku dalam sistem HaKI secara Internasional dalam kerangka 
kerjasama perlindungan HaKI, Indonesia saat ini telah meratifikasi 
beberapa perjanjian atau konvensi internasional di bidang hak cipta, 
diantaranya yaitu: 
1) Konvensi Bern (Berne Convention for Protection of Literary and 
Artistic Works) tanggal 7 Mei 1997 yang disetujui/diratifikasi 
melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and 
Artistic Works; 
2) Konvensi WTC (WIPO Copyrights Treaty) yang 
disetujui/diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty; 
3) WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) yang 
disetujui/diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 
2004 tentang WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT); 
Pada karya cipta selain yang berbentuk benda seperti lukisan, 
potret, barang kerajinan tangan, batik dan sebagainya, ada juga benda yang 
tidak nyata atau benda yang tidak berwujud seperti lirik lagu, aransemen 
lagu, koreografi dari tari tema cerita, penyutradaraan, penyuting gambar, 
pencitraan gambar atau potret, dan pantun, senandung, mantra, dalam 
mimic wajah, dialek atau logat yang menjadi spesifik seseorang yang tidak 
dapat dilihat dalam bentuk nyata tetapi merupakan hasil karya dari 
 27 
 
Pencipta yang juga harus dilindungi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 
yang dimaksud dengan Cipta adalah pikiran untuk mengadakan sesuatu 
yang baru, angan-angan yang kreatif. 
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, 
yang berarti Hak Cipta mengandung pengertian ide dan konsepsi hak 
milik, oleh karena itu Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik 
seluruhnya maupun sebagian karena: 
a. Pewarisan 
b. Hibah 
c. Wakaf 
d. Wasiat 
e. Perjanjian Tertulis, atau 
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
 
Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak 
Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau 
akta di bawah tangan. Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno 
Harjowidigo, bahwa Hak Cipta itu sifatnya immaterial, serta pribadi yang 
menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu mempunyai 
bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain 
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walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh 
siapapun. 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hak cipta maka perlu 
dilihat sifat-sifat hak cipta, antara lain : 
1. Hak cipta adalah hak eksklusif dari definisi hak cipta dalam 
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak 
cipta adalah hak eksklusif; 
diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan 
kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak 
dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas 
izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak 
dari pencipta tersebut (pemegang hak).Pemegang hak cipta yang 
bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif 
tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja 
2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum seperti yang telah 
dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, 
tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta 
juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang 
juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta 
atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan 
umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan 
yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat 
(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut 
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antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan 
penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, 
maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk 
menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta 
dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya. 
3. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan seperti halnya bentuk-
bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun 
dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan 
dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu: 
a.  transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan 
hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, 
wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan 
oleh peraturan perundang-undangan 
b.  assignment: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak 
kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk 
pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya 
perjanjian lisensi.5 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
terdapat subjek hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta 
dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak 
cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar 
                                                          
5 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia, 
2010, hlm. 14 
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hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai 
identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya 
seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak 
cipta. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang 
yang secara sendiri-sendiri atau bersama- sama menghasilkan suatu 
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 
Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seorang, kecuali dengan izin 
pemilik atau pemegang suatu hak cipta. Pengertian pemegang hak cipta 
berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain 
yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut 
secara sah. 
 
2. Syarat – Syarat pendaftaran Hak Cipta 
Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 
1987 tentang pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran 
hak cipta adalah sebagai berikut: 
 31 
 
a) Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu 
permohonanmelalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (sekarang 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang ditujukan kepada 
menteri Kehakiman. 
b) Surat permohonan berisikan: 
1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta 
2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta 
3) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa 
4) Jenis dan judul ciptaan 
5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali 
6) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) 
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga 
harus dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini 
diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 
Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal 9 Januari 1991 ketentuan 
tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan serta 
pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas 
nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan 
melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat 
permohonan. 
Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat 
suatu permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan 
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Intelektual yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan 
tersebut harus berisi nama, kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, 
tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, dan uraian 
ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal dalam wilayah 
Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran 
ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk 
seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang 
dikuasakan harus diserta dengan surat kuasa yang sah, serta melampirkan 
bukti tentang kewarganegaraan yang diberi kuasa. 
Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat 
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan surat gugatan 
yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang 
dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d 
Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada 
Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan 
setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau 
kuasanya.  
Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal 
Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, akan menerima setiap permohonan dengan 
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tidak melakukan penelitian secara terperinci tentang suatu ciptaan yang 
didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative deklaratif, 
artinya orang yang dianggap sebagai seorang penciptta adalah orang yang 
pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman 
pertama kali dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan, jadi apabila 
terjadi sengketa atas ciptaan itu maka diserahkan kepada hakim untuk 
mengambil keputusan, kecuali jelas-jelas ciptaan yang didaftarkan tersebut 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat Jenderal Hak atas 
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini 
maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak 
bertanggung jawab atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. 
Semua permohonan dari pencipta yang diterima oleh Direktorat 
Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
dan Rahasia Dagang, didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan, 
Daftar Umum Ciptaan memuat: 
a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta 
b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta 
c. Jenis dan judul ciptaan 
d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali 
e. Uraian ciptaan 
f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima 
g. Nomor pendaftaran ciptaan 
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h. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan 
alamat, penghapusan dan pembatalan. 
Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sempit sebagai 
pengesahan atas isi, arti, maupun bentuk ciptaannya, tetapi pendaftaran 
pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Ciptaan yang terdaftar akan 
lebih mudah membuktikan daripada ciptaan yang belum didaftarkan, 
karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan 
keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran 
adalah pencipta maupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian 
hukum mengenai ciptaannya, prosedur tertulis mengenai pengalihan hak 
ciptanya akan lebih baik apabila ciptaan itu telah terdaftar. Kekuatan 
hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dihapus karena permohonan dari 
pemilik, atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan 
lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga karena dinyatakan 
batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap 
 
3. Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta 
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada 26 Juli 2018, Presiden 
telah menandatangani Peraturan Pemerintah (Peraturan Presiden) Nomor 
36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan 
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Intelektual.6 Dalam PP ini disebutkan, pencatatan perjanjian Lisensi 
dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang: a. hak cipta dan 
hak terkait; b. paten; c. merek; d. desain industri; e. desain tata letak sirkuit 
terpadu; f. rahasia dagang; dan g. varietas tanaman. Terkait lisensi diatur 
dalam bunyi Pasal 3 PP ini, yang berbunyi; 
“Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan Lisensi 
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang 
dimilikinya,”  
Pemberi Lisensi, menurut PP ini, tidak dapat memberikan Lisensi 
kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan 
telah berakhir masa perlindungannya atau telah dihapuskan. Dalam pp ini 
diatur mengenai larangan yang memuat ketentuan yang dapat: a. 
merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional; b. memuat 
pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam 
melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; c. 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan d. bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, 
dan ketertiban umum. Dalam PP ini disebutkan, perjanjian Lisensi wajib 
dilakukan pencatatan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum). 
                                                          
6https://setkab.go.id/inilah-pp-tentang-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual/, 
diakses tanggal  22 Mei 2019 
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Perjanjian sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. 
tanggal, bulan, tahun, dan tempat ditandatanganinya Lisensi; b. nama dan 
alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi; c. objek perjanjian Lisensi; 
d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, 
termasuk sublisensi; e. jangka waktu perjanjian Lisensi; f. wilayah 
berlakunya perjanjian Lisensi; dan g. pihak yang melakukan pembayaran 
tahunan untuk paten. 
Dalam hal objek kekayaan intelektual berkaitan dengan hak cipta 
dan hak terkait yang terdiri dari beberapa judul atau karya atas objek 
kekayaan intelektual dengan para pihak yang sama dalam perjanjian 
Lisensi, menurut PP ini, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dapat 
diajukan dalam satu permohonan. Permohonan perjanjian Lisensi, menurut 
PP ini, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, 
yang bisa dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik. 
Selanjutnya, Menteri menerbitkan surat pencatatan Lisensi dan 
memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) Hari 
terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai. 
Menteri dalam hal ini mencatat perjanjian Lisensi dalam: a. daftar 
umum desain industri; b. daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu; c. 
daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta; atau d. daftar umum perjanjian 
Lisensi hak kekayaan intelektual lainnya. 
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Pencatatan perjanjian sebagaimana dimaksud diumumkan dalam: a. 
berita resmi desain industri; b. berita resmi desain tata letak sirkuit 
terpadu; c. berita resmi rahasia dagang; d. berita resmi merek; e. berita 
resmi paten; atau f. daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta. 
 
C. Tinjauan Umum Media Penyiaran 
Penyiaran atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai broadcasting adalah 
keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi 
produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran 
sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/ pemirsa di suatu 
tempat. Berbeda dengan pemancaran, pemancaran sendiri berarti proses 
tranmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koksial atau 
saluran fisik yang lain.  
Sebagaimana artinya penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang 
dikenal sebagai omnidirectional. Dari definisi sifat penyiaran ini bisa 
diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus 
dilengkapi dengan satu unit decoder, dengan definisi broadcasting. Oleh 
karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas”, sehingga 
menjadi sistem penyiaran terbatas. 
Penyiaran telah diatur di indonesia dalam suatu aturan hukum yang 
dikenal sebagai Hukum Penyiaran. Hukum penyiaran adalah hukum yang 
membahas aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran yang 
meliputi radio, televisi, dan film. Kemudian mengenai internet sebagai salah 
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satu bentuk media massa maka peraturannya dapat dilihat dalam hukum 
internet. Hukum internet adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan 
media internet, dan di beberapa negara hukum cyber telah masuk ke dalam 
bagian hukum penyiaran. Hukum penyiaran diatur dalam Undang-Undang No. 
32 tahun 2002 tentang Penyiaran (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan 
UU Penyiaran) dimana UU ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penyiaran, baik fungsi dan tujuan penyiaran, lembaga penyiaran, peran 
masyarakat, serta sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang 
diatur dalam UU tersebut.7 
Media penyiaran juga mempunyai karakteristik yang unik atau spesifik 
dibandingkan dengan media cetak atau media massa yang lainnya. Melalui 
media penyiaran, informasi dapat diterima pemirsa secara langsung atau biasa 
disebut dengan real time atau live. Semua kejadian atau peristiwa dapat secara 
langsung pada saat yang sama didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa 
dengan cakupan populasi yang sangat luas dan efektif, tetapi informasi yang 
disampaikan oleh media penyiaran sudah langsung berlalu dan tidak dapat 
berulang lagi kecuali memang disiarkan ulang. Sementara pada media cetak, 
informasi yang diberikannya masih dapat dibaca kembali, di mana dan kapan 
saja. 
Televisi merupakan salah satu media penyiaran, dimana Televisi sendiri 
terdiri dari “tele” yang berarti jauh dan “visi” (vision) yang berarti 
                                                          
7 Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 84 
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penglihatan. Sedangkan secara lebih jauhnya, televisi siaran merupakan media 
dari jaringan dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu satu arah.  
Menurut Anwar Arifin, televisi adalah : Penggabungan antara radio dan 
film.8 Sebab televisi dapat meneruskan suatu peristiwa dalam bentuk gambar 
hidup dengan suara dan kadang-kadang dengan warna, ketika peristiwa itu 
berlangsung. Orang yang duduk di depan pesawat televisi dirumahnya 
seringkali memperoleh pandangan yang lebih jelas daripada orang-orang yang 
hadir di tempat peristiwa sendiri. Dengan demikian televisi memiliki sifat 
aktualitas yang melebihi surat kabar, radio, dan film.  
Televisi merupakan gebungan dari media dengar dan gambar, bisa bersifat 
informatif, hiburan, maupun pendidikan. Televisi merupakan sumber citra dan 
pesan tersebar (shared images and message) yang sangat besar dalam sejarah, 
dan ini telah menjadi mainstream bagi lingkungan simbolik masyarakat. Dan 
televisi merupakan sistem bercerita (story-telling) yang tersentralisasi. 
Televisi merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai informasi 
yang update, dan menyebarkannya kepada khalayak umum. “Televisi 
merupakan hasil produk teknologi tinggi (hi-tech) yang menyampaikan isi 
pesan dalam bentuk audiovisual gerak. 
Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk 
mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu”. lebih luas lagi 
dinyatakan bahwa: “Televisi adalah sistem pengambilan gambar, 
                                                          
8 Morrison. Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio Dan Televisi, Tangerang: Ramdina 
Perkasa, 2005, hlm. 2  
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penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Gambar 
tersebut ditangkap dengan kamera televisi, diubah menjadi sinyal listrik, dan 
dikirim langsung lewat kabel listrik kepada pesawat penerima”. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan 
Putusan hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan 
sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak- pihak yang 
berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-
baiknya.9 
Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan 
yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan 
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara 
atau sengketa antara para pihak.10 
Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai 
pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang 
diberikanwewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan 
untuk menyelesaikan suatu perkara. semua putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum. 
Dasar atau pedoman dari adanya suatu putusan pengadilan ialah 
kesesuaian dengan Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 
                                                          
9 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2004, hlm. 124  
10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta, 1993, 
Hlm.174 
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HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu ; 
a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci 
b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan  
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
d. Diucapkan dimuka umum  
Putusan Pengadilan Pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) 
1. Bentuk Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terdiri 
dari; 
a) Menolak pemohonan kasasi, atau 
b) Mengabulkan permohonan kasasi 
Sementara, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah 
Agung atas permintaan para pihak guna menentukan; 
a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan undang-undang; 
c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya 
Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan 
Penerapan KUHAP menjelaskan bahwa terhadap putusan yang mungkin 
penerapan hukumnya benar-benar salah, Mahkamah Agung tidak dapat 
memperbaikinya jika syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi 
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oleh pemohon. Sebaliknya, apabila syarat formal dipenuhi, sekalipun 
keberatan kasasi yang diajukan melenceng dari alasan kasasi (yang kami 
sebutkan di atas), Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksinya 
atas alasannya sendiri. 
Pada dasarnya bentuk putusan Mahkamah Agung, pada hakikatnya tidak 
dikenal putusan Mahkamah Agung tolak perbaikan, yang dikenal hanyalah 
putusan menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. 
Namun, Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksi putusan yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung 
atas alasannya sendiri. 
Mengenai adanya istilah “Mahkamah Agung Menolak Perbaikan” dalam 
putusan Mahkamah Agung, maksudnya adalah Mahkamah Agung menolak 
permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, namun putusan yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung 
itu dibuat perbaikannya oleh Mahkamah Agung 
Berdasarkan bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi 
tersebut, maka tidak dikenal dengan sebutan “Tolak Perbaikan”. Oleh karena 
itu, kami berasumsi bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang Anda maksud 
adalah putusan yang mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan 
negeri. 
Yahya Harahap menjelaskan bahwa mengenai bentuk putusan perubahan 
atau perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri, bisa terjadi: 
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1. Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam 
putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi. 
Terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 
menganggapnya tepat. Namun mengenai amar putusan, Pengadilan 
Tinggi tidak sependapat, sehingga amar tersebut perlu diperbaiki atau 
diubah. 
2. Atau baik pertimbangan putusan perlu ditambah, juga amar putusan 
Pengadilan Negeri perlu diubah atau diperbaiki. Pada kejadian seperti 
ini, di samping pertimbangan putusan ditambah oleh Pengadilan 
Tinggi, juga sekaligus mengubah atau memperbaiki amar putusan. 
3. Atau bisa juga, di samping Pengadilan Tinggi mengubah pertimbangan 
putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan lain, sekaligus 
perubahan pertimbangan itu diikuti perubahan atau perbaikan amar 
putusan. Dalam hal ini baik pertimbangan maupun amarnya, sama-
sama diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. 
4. Atau sekaligus di samping mengubah atau memperbaiki amar putusan 
juga memutus perkara yang bersangkutan atas pertimbangan dan 
alasan lain. 
Dalam kemungkinan seperti ini, Pengadilan Tinggi melihat baik 
pertimbangan dan alasan maupun amar putusan harus diubah atau 
diperbaiki. Pertimbangan dan alasan sama sekali diubah dengan 
pertimbangan lain, demikian pula amar putusan diubah atau diperbaiki 
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Pengadilan Tinggi. Jadi perubahan atau perbaikian amar dilakukan 
Pengadilan Tinggi atas dasar pertimbangan dan alasan lain.  
Bentuk putusan Mahkamah Agung, pada hakikatnya tidak dikenal 
putusan Mahkamah Agung menolak perbaikan, yang dikenal hanyalah 
putusan menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan 
kasasi. Namun, Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksi 
putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain 
Mahkamah Agung atas alasannya sendiri. 
Meski demikian, dapat temukan istilah “Mahkamah Agung Menolak 
Perbaikan” dalam putusan Mahkamah Agung, maksudnya adalah 
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh 
pemohon, namun putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 
pengadilan lain selain Mahkamah Agung itu dibuat perbaikannya oleh 
Mahkamah Agung.     
Amar putusan Mahkamah Agung “Menolak Perbaikan”, dalam hal ini 
dimaksudkan adalah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan 
Mahkamah Agung memberikan alasan serta mengoreksinya sendiri 
terhadap penerapan hukum yang salah pada pengadilan sebelumnya. Dalam 
hal ini, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pada putusan 
pengadilan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain 
sebelum Mahkamah Agung disertai dengan perbaikan dari Mahkamah 
Agung.  
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Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat pemeriksaan pada tingkat 
kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum 
atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah 
cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan 
apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya namun demikian 
putusan pengadilan perlu diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang 
dijatuhkan. 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan Perdata 
1. Pengertian pertimbangan hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 
teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 
tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.11 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 
                                                          
11 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2004, hlm.140  
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bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 
tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. 
Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 
peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan 
putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu 
putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-
benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 
hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya 
pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 
disangkal. 
b.  Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 
menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat 
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 
 
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan selanjutnya 
hakim melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam 
peristiwa hukum. Menentukan atau mencari hukumnya tidaklah sekedar 
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mencari Undang-undangnya saja untuk diterapkan dalam peristiwa 
konkrit melainkan bagaimana agar peristiwa konkrit itu harus diarahkan 
kepada Undang-undangnya, sebaliknya Undang-undang harus 
disesuaikan dengan peristiwa konkrit. Penemuan hukum akan terus 
dilakukan dengan cara interprestasi, kontruksi / analogi, yang dikalangan 
Eropa Continental tidak memisahkan kedua hal ini tapi Anglo Saxon 
memisahkan kedua hal tersebut. 
Menurut Prof. Ahmad Ali interprestasi hanya bersifat menentukan 
arti kata-kata dari Undang-undang, sedangkan kontruksi merupakan 
pemecahan dari makna undang-undang sehingga bisa dipakai dalam 
peristiwa konkrit yang sedang diadili. 
Proses penemuan hukum (rechtsvinding) dengan metode 
peranalogian yang dalam system penalaran yang dikenal dengan 3 (tiga) 
bentuk yaitu: 
a. Argumentum Analogis  
Ini hampir mirip dengan Qiyas ilmu Ushul Fiqih, yakni peristiwa 
konkrit yang belum diatur dalam Undang-undang tetapi 
mempunyai sebab yang sama, serupa atau sejenis dengan yang 
diatur dalam Undang- undang. 
b. Penyempitan Hukum (rechts Verfijning) 
Terkadang suatu aturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya 
terlalu umum dan luas, dalam situasi tertentu aturan menghendaki 
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penerapan yang bersifat membatasi, pembatasan itu didasari 
dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan. 
c. Argumentum a contrario  
Ini hampir mirip dengan mafhum Mukhalafah dalam ilmu ushul 
Fiqih, suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
dengan penalaran Qarinah / indikasi sebaliknya (a contrario) dapat 
ditetapkan hukumnya. 
Hakim dalam Menerapkan undang-undang pada peristiwa hukum 
tidak lain dari menerapkan silogisme, setelah hukumnya ditemukan dan 
kemudian undang- undang diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka 
hakim harus menjatuhkan putusannya untuk itu harus diperhatikan 3 
(tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yakni:12 
a. Rasa Keadilan. 
b. Kepastian Hukum. 
c. dan Kemanfaatan. 
Adapun kegiatan pokok penerapan tersebut adalah: 
a. Menyaring dengan teliti dari beberapa hukum dalam suatu sistem 
hokum untuk dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang telah 
ditemukan. 
b. Menafsirkan peraturan hukum tersebut untuk memahami 
maksudnya.  
                                                          
12 Munawan, “Teknik Penyusunan Putusan”. Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2012, 
hlm. 8 
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c.  Menerapkan hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut. 
Untuk dapat melaksnakan ketiga kegiatan tersebut haruslah 
diketahui tentang: 
a. Sumber Hukum  
Adalah seperangkat peraturan yang membentuk suatu system 
hukum. Menurut PROPENAS (GBHN) materi hukum meliputi 
aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam 
penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang bersifat mengikat. Oleh karena itu 
sumber hukum untuk menemukan hukum oleh Hakim adalah: 
a). Peraturan perundang-undangan. 
b). Hukum tidak tertulis. 
c). Hukum kebiasaan. 
d). Yurisprudensi. 
e). Ilmu Pengetahuan. 
b.  Metode dan Tehnik Penafsiran Hukum 
Untuk memahami maksud ketentuan-ketentuan didalam peraturan 
perundang undangan haruslah menggunakan metode atau tehnik 
interprestasi yakni: 
a). Gramatikal. 
b) Teleologis / Sosiologis 
c). Sistematis / Logis. 
d). Komperatif. 
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 e). Futuristis. 
Sedang interprestasi otentik yakni penafsiran dengan penjelasan 
yang diberikan oleh Undang-undang dalam teks. Sebenarnya penjelasan 
dalam undang-undang tidaklah termasuk dalam ajaran tentang penafsiran 
hukum. 
Peraturan umum mengenai pertanyaan metode interprestasi mana 
dalam peristiwa konkrit mana yang harus digunakan oleh Hakim boleh 
dikatakan tidak pernah ada. 
Hakim akhirnya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan 
pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dengan hasil 
yang paling memuaskan. 
Pemilihan mengenai metode interprestasi merupakan hak otonomi 
Hakim dalam penemuan hukum. Didalam putusan-putusannya Hakim 
tidak perlu dan tidak pernah menegakkan argument atau alasan apa yang 
menentukan sang Hakim untuk memilih metode interprestasi tertentu. 
 
 
